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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I  TULUNGAGUNG 

NOMOR 20 TAHUN 1978 

TENTANG

PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I  TULUNGAGUNG

MEHIMBANG 1 . Bahwa pa da kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Tu -  

lungagung Nomor 1 tahun 1951 beserta  perubahannya sudah 

tid ak  sesuai l a g i  dengan tin gkat perkembangan keadaan -  

dewasa in i ,  sehingga perlu  d it in jsu  kembali ;

2. Bahwa sehubungan dengan h a l tersebu t raaka dalam rangka 

meningkatkan penertiban serta  pemasukan pendapatan Dae­

rah dibidang pemungutan pajak penjualan minuman keras/ 

p erlu  menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemungutan 

pa jakrya dengan Peraturan Daerah.

MEN GIN GAT : 1 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 >

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 >

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah T ingkat H  

Tulungagung.

/
M E M U I U S K A N

, , / . ' • .-v. \

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingjkat I I  Tulungagung

tentang pajak Penjualan Minuman Keras,

B A B  I  

KETENTUAN UMUM ■

Pasa l 1

Didalam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, ia la h  Pemerintah Kabupaten Daerah 

T ingkat I I  Tulungagung ;

2. Kepala Daerah, ia la h  Bupati Kepala Daerah T ingkat I I  

Tulungagung ;

3. Pe jabat yang ditunjuk, ia la h  pejabat/petugas yang ditun- 

juk o leh  Kepala Daerah ;

4 . Kas Daerah, ia la h  Kas Pemerintah Daerah ;



5. Minuman keras, ia la h  semua jen is  minuman beralkhohol te ta -  

p i bukan obat, sebagaimana d ia tu r dalam Peraturan M enteri 

Kesehatan R . I .  tangga l 29 A p r il 1977 No. 86/Men.Kes/Per/ -  

17/1977 ya itu  yang d ibagi menjadi 3 ( t i g a )  golongan :

a. Golongan A ia la h  minuman keras dengan kadar etanol 

(C2H50H) 1$ (sa tu  persen) sampai dengan 5% (lim a  per -  

sen) ;

b. Golongan B ia la h  minuman keras dengan kadar etanol 

(C2H50H) 5% (lim a persen) sampai dengan 20$ (dua puluh 

persen) ;

c . Golongan C ia la h  minuman keras dengan kadar etanol 

(C2H50H) le b ih  dari 20$ (dua puluh persen ) sampai de­

ngan 55% (lim a puluh lima persen ) ;

6 . Penjualan minuman keras, ia la h  pen jualan minuman keras se- 

cara eceran, baik  p erge las , b o to l guci maupun kan ;

7. I  j in ,  ia la h  i j i n  usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 2

Penjualan minuman keras diperkenankan :

a. D iju a l untuk diminum ditonpat i t u  >

b. Di ju a l untuk diminum atau dipergunakan d ila in  tanpat dalam 

b o to l,  guci, kan yang ditutup dengan gabus dan lak  atau 

tutup logam serta  yang d ib er i e t ik e t  yang memuat nama dan 

tempat sipembuat minuman,

B A B  I I

KETSNTUAN PERIJINAN 

Pasal 3

' ( l )  D ilarang men ju a l minuman keras atau menyuruh men ju a l mi­

numan keras dalam Kabupaten Daerah Tingkut I I  Tulungagung 

dengan tidak  mendapat i j i n  t e r le b ih  dahulu ;

(2 )  Permohonan i j i n  diajukan kepada Kepala Daerah yang memuat 

nama k e c i l ,  g e la r , pekerjaan dan tempat t in g g a l pemohon, 

beserta  pen jelasan dengan t e l i t i  tentang ruangan yang a- 

kan dipakai untuk tempat penjualan minuman keras ;

( 3) I j i n  d iberikan o leh  Kepala Daerah dengan ketentuan apa- 

b i la  Kepala Daerah memandang bahwa hal i t u  bertentangan 

dengan kepentingan atau k e te rtib an  umum, dapat dicabut,

Pas Q.1 4

I j i n  penjualan minuman keras tidak  d iberikan  kepada :

2 —
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a. Ruangan yang dipergunakan untuk Jawatan atau yang didalam 

rumah mempunyai hubungan dengan ruangan termaksud ",

b. Ruangan yang disediakan untuk tempat tunggu orang b eperg i- 

an dengan kendaraan umum ;

c. Ruangan/tempat yang berdekatan dengan Rumah Sak it, Seko- 

lahan, pasar dan tempat ibadah,

Pasal 5

(1 ) Kepala Daerah dapat memberikan i j i n  kepada suatu penye - 

lenggara keramaian sementara untuk menjual minuman keras 

dengan ketentuan menyimpang )

( 2 ) I  j in  dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasa l i n i ,  hanya dapat d i-  

berikan selama-lamanya 15 h a ri.

Pas a l 6

(1 ) I  j in  dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah in i ,  tid ak  

dapat dipindahkan k e la in  orang, dan berlaku untuk ruang- 

an-ruangan yang bersangkutan ;

( 2 ) Bilamana pemegang i j i n  meninggal dunia atau berpindah 

tempat, penjualan minuman keras atas i j i n  i t u  ‘dapat d i- 

teruskan selama t ig a  bulan, terh itu n g  mulai meninggal 

dunia atau berpindah tempat, o leh  a b li  warisnya atau o- 

rang la in  yang bertindak atas nama mereka.

Pasal 7

(1 )  Dibagian muka rumah tempat penjualan minuman keras harus 

dipasang sebuah papan dengan ukuran 20 X 10 Cm, yang me- 

muat tu lisa n  huruf la t in  dengan kata-kata "Menjual minurn 

an keras" dan d is e r ta i nama pemegQng i j i n ,  nomor dan 

tanggal surat i j i n ;

( 2 ) Dalam t ia p  ruang yang te lah  mendapat i j i n  guna pen jua l -  

an minuman keras, harus dipasang turunan surat keputusan 

p e r ijin a n  dan turunan Peraturan Daerah i n i  pa da tempat 

yang terang dan mudah dibaca.

Pasal 8

Dikantor Pemerintah Daerah diadakan buku da ftar adanya •

i j in r - i j in  yang d iberikan  menurut pasa l 3 Peraturan Daerah i -

ni.
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Pasal 9

(1 )  D ilarang menjual minuman keras sesudah jam 22,00 sampai 

jam 06.00 ;

(2 ) Berdasarfcan pertimbangan tentang adanya kekhawatiran atas 

pemakaian minuman keras d ilu a r  batas, Kepala Daerah dapat 

memutuskan bahwa ruang tempat penjualan minuman k'eras~yang 

te la h  mendapat i j i n ,  ditutup pada h a r i-h a r i te rten tu  ;

( 3 ) Keputusan tersebu t dalam ayat ( 2 ) pasa l in i  disampaikan 

kepada pemegang i j i n  dengan secara t e r tu l is .

Pasal 10

( 1 ) Perobahan mengenai tempat penjualan dalam i j i n  dapat d i-

adakan se te la h  diajukan surat permohonan kepada Kepala
(

Daerah o leh  yang berkepentingan ;

( 2 ) Cara mengajukan permohonan dan penyelesaiannya adalah me- 

nurut ketentuan dalam pasal 3 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Peraturan 

Daerah in i ,

Pasal 11

I j i n  untuk penjualan minuman keras dapat dicabut o leh

Kepala Daerah apab ila  pemegang i j i n  tidak  memenuhi kewajiban-

kewajiaban yang dibebankan kepadanya atau melakukan perbuat-

an-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah in i ,

Pasal 12

I j i n  juga tidak  berlaku la g i  apabila  :

a, Pemegang i ' j in  dinyatakan p a i l i t  atau menghentikan usaha. 

penjualannya ;

b . Pemegang i j i n  mengajukan pernyataan te r tu l is  kepada Kepala 

Daerah bahwa ia  tidak  mempergunakan i j i n  la g i .

Pasal 13

( l )  Apabila i j i n  tidak  berlaku la g i ,  kepada bekas pemegang 

i j i n  atau apabila  -ia meninggal dunia/berpindah tempat ke­

pada a h li warisnya/wakilnya diwa jibkan untuk dalam jangka 

waktu 8 (delapan ) hari menurunkan papan tersebu t pada pa­

sa l 7 ayat ( 1 )  Peraturan Daerah in i  dan d is e r ta i turunan 

surat ij in n y a  meryerahkan kepada Kepala Daerah ;
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(2 )  Apabila papan tersebu t tidak  diturunkan dalam waktu t e r  -  

maksud dalam ayat aimuka Kepala Daerah dapat menyuruh me- 

nurunkannya atas b iaya orang yang berkepentingan, se te lah  

memberi peringatan t e r t a l i s  kepadanya atas k e la la ia n  t e r ­

sebut.

B A B  I I I

KETENTUAN PAJAK 

Pasal 14

(1 ) Kepada pemegang i j i n  tersebut dalam pasal 3 Peraturan Da­

erah in i  diwajibkan membayar pajak kepada Pemerintah Dae­

rah se tia p  tahun sebesar :

a. Untuk minuman keras golongan A sebesar Rp. 2 .000,- 

(dua ribu rupiah) ;

b. Untuk minuman keras golongan B sebesar Rp. 4»000>’* 

(empat ribu  rupiah) ;

c. Untuk minuman keras golongan C sebesar Rp. 7 .500 ,- 

(tu ju h  ribu lim a ratus rupiah) ;

( 2 ) Pemegang i j i n  s e p e r t i diraaksud dalam pasal 5 ayat ( 1 ) ha- 

rus membayar kepada Pemerintah Daerah pajak sejumlah

Rp. 3 .000,- ( t ig a  ribu  rupiah) ;

( 3 ) Apabila pemegang i j i n  tersebut pads ayat ( 1 ) pasal in i  

menjual minuman keras dari berbagai macam golongan pa -  

jaknya dikenakan yang terakh ir.

Pasal 15

(1 ) Pajak harus dibayar dirauka, pertama k a l i  pada waktu mene- 

rima surat i j i n  dan selanjutnya pada waktu sebelum akhir 

bulan Maret dari t ia p - t ia p  tahun takwim ;

( 2 ) Pajak dibayarkan kepada pemegang Kas Daerah sete lah  mene- 

rima surat perin tah  pembayaran dari Kepala Daerah,

Pasa l 16

Apabila i j i n  d iberikan pada waktu berlakunya tahun tak 

wim pajak yang harus dibayar dirauka untuk tahun itu  adalah 

berjumlah banyaknya bulan yang sedang b er ja la n  d ibagi dengan 

12 (dua b e la s ) dan d ikalikan  jumlah pajak dimaksud dalam pa­

sa l 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah in i .

-  5 -
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Pasal 17

Apabila i j i n  dinyatakan tidak  berlaku la g i ,  pajak yang 

dikembalikan adalah ber jumlah banyaknya balan yang t in g g a l 

dalam tahun yang sedang berja lan  d ibagi dengan 12 (dua b e la s ) 

dan d ikalikan jumlah pajak dimaksud dalam pasal 14 ayat ( l )  

Peraturan Daerah in i .

i - ■

B A B  IV

KETENTUAN PENGUSDTAN

Pasal 18

(1 )  D ilarang men ju a l, menyuruh men ju a l atau merjyimpan dalam 

ruangan yang mendapat i j i n  minuman keras yang tidak  baik  

campurannya ;

(2 ) Barang siapa menjual, menyuruh menjual atau menyimpan mi­

numan keras s e p e r t i dimaksud dalam ayat ( 1 ) dalam Pasa l 

in i ,  wajib.memperlihatkannya kepada yang tersebu t dalam 

pasal 19 untuk d iperiksa  j

( 3 ) Minuman keras yang se te lah  d iperiksa  tem ya ta  baik , d is e -  

rahkan kembali kepada yang berkepentingan, beserta  tempat 

minuman itu  ;

(4) Apabila minuman keras dibawa untuk diperiksakan maka pe- 

m ilik  berhak menyegel tempat minuman keras termaksud dan 

membubuhi namanya diatas barang itu ,

Pasal 19

(1 ) Minuman keras yang dibawa dimaksud> dalam ayat (4) pasa l 18 
Peraturan Daerah' in i  pemeriksaannya dilakukan oleh  p e ja - 

bat yang ditunjuk ;

(2 )  Pejabat tersebu t dalam ayat ( 1 ) pasa l in i  b.erhak pula un­

tuk memutuskan sege l yang te la h  dipasang pads tempat mi­

numan keras tersebu t dalam pasa l 18 ayat (4) Peraturan 

Daerah in i  ;

( 3) Biaya paneriksaan dimaksud dalam ayat ( l )  pasal in i  d i- 

tanggung o leh  pihak pengusaha yang bersangkutan dan s isa  

minuman keras yang te lah  diadakan pemeriksaan dikembali- 

kan.

Pasal 20

Pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah in i  

dibebankan kepada yang ditunjuk.
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B A B  V

KETENTUAN SANKSI 

Pasal 21

(1 )  Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanggar la rang- 

an tersebu t dalam pasal 2, pasa l 3 ayat ( l ) ,  pasal 7 ayat 

( l )  dan (2 )  pasal 9 ayat ( 1 ) ,  ( 2 ) dan pasal 13 ayat ( 1 ) 

dan ( 2 ) ctLhukum dengan bukuman kurungan selama-lamanya 

t ig a  bulan atau denda s e t in g g i- t in g g in ya  Rp. 1 .000,- (s e -  

ribu  rupiah) ;

( 2 )  Dalam memutuskan hukuman karena pelanggaran pasal 3 ayat

(1 )  hakim dapat memutuskan merampas minuman yang menjadi 

sebab pelanggaran dan barang-barang tempat minuman, apa­

b i la  barang-barang in i  memang m ilik  pelanggar ",

( 3 ) Tindak pidana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal in i  adalah 

pelanggaran.

Pasal 22

Apabila pemegang i j i n  atau orang yang tidak  mempunyai 

i j i n  yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah 

in i  adalah Badan Hokum, kewajiban-kewajiban dan pelanggaran- 

pelanggaran se rta  ketentuan-ketentuan yang tersebu t dalam a- 

tau bersangkutan dengan peraturan i tu ,  dianggap sebagai dibe- 

bankan kepada pengurus Badan; Hokum atau kuasanya,

B A B VI

KETENTUM PEMUTUP DAN LAIN-LAIN 

Pasal 23

(1 )  Dengan berlakunya Peraturan Daerah in i  sega la  i j i n  yang 

te la h  diberikan dinyatakan tidak  berlaku l a g i ';

( 2 ) Pengusaha penjualan minuman keras yang pada waktu Pera­

turan Daerah in i  berlaku in g in  melanjutkan usahanya, d i-  

wajibkan dalam waktu t ig a  bulan terh itu n g  mulai tanggal 

berlakunya Peraturan Daerah i n i  mengajukan permohonan ij in  

kepada Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat

( 2 ) Peraturan Daerah in i  ;

( 3 ) Sambil menunggu keputusan atas permohonan i j i n  tersebu t 

pada ayat ( 2 ) pasal i n i ,  penjualan minuman keras dapat d i- 

langsungkan ;

( 4 ) Apabila permohonan i j i n  tersebu t pada ayat (?.) pasal in i  

d ito la k , pengusaha yang bersangkutan w ajib  menutup tempat



♦

♦

-  8 -

penjualannya dalam waktu. 30 ( t i g a  puluh) hard se te lah  me- 

nerima b e r ita  penolakan secara t e r tu l is  ;

( 5 ) Tenggang waktu tersebu t pada ayat ( 4 ) pasal in i  tidak  ber 

laku la g i  apabila Kepala Daerah memerintahkan penutupan 

i tu  dengan seketika , berdasarkan pasal 9 ayat ( 2 ) Pera­

turan Daerah in i .

Pasal 24

(1 )  Ketentuan-ketentuan yang belum d ia tu r dalam Peraturan Da­

erah in i  sepanjang mengenai pelaksanaannya akan d iatu r l e  

b ih  la n ju t o leh  Kepala Daerah ;

( 2 ) Peraturan Daerah in i  disebut ''Peraturan Daerah Kabupaten 

, Daerah Tingkat I I  Tulungagung tentang pajak penjualan mi-

numan keras" ;

( 3 ) Dengan berlakunya Peraturan Daerah in i  dinyatakan tidak  

berlaku la g i  Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 1 

tahun 1951 beserta  perubahan-p e rubfhannya ;

( 4 ) Peraturan Daerah in i  mulai berlaku pada tanggal diundang- 

kan.

Tulungagung, 30 Desember 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I  TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG

Ketua,

t td .  t td .

S O E I O W O  ' S I  N G G I  H
N IP .010007155

Disahkan dengan Surat Keputusan M enteri Dalam N egeri tanggal 12 Oktober -  

1979 Nomor PEM. 10/68/26-629.

DIREKTORAT JENDERAL FEMERINTAHAN UMUM 

DAN 0T0N0MI DAERAH 

DIREKTORAT PEMBINAAN PEMEEINTAHAN 

DAERAH

ttd .

D rs. H. SOEMARNO
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Diundangkan dalam* Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I  Tulung 

agung tahun 1979 Seri A tanggal 24 Desember 1979 Corner 1 / A.

Y
A.n. 3UPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I  

TULUNGAGUNG

Sekretaris  Wilayah / Daerah,
V

ttd.

Drs. At HOESBN HARDJOUTOMO 
NIP. 01006065S.

V

Sesuai dengan aslinya  

r e ta r is  Wilayah / Daerah,

FA. HOESEN HARDJOUTOMO 
NIP. 01006065S.

I
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MEMO? I  PENJELASAN 

A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T1NCX&T I I  TJLUNGAGUNG

NOMOR TAHUN 1973

TEN TANG

PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

)

I .  PENJELASAN UMUM :>

Mengenai pajak penjualan minuman keras, semula d ia tu r dalam Toeloeng 

agoengsche drank verorden ing tan gga l 21 September 1931, di’omumkan dalam 

Byvoegsel P ro v in c ia l Blad Djawa Timur tanggal 25 Juni 1932 S erie  C Nomor 7»

Kemudian d iga n ti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No­

mor 1 ta'nun 1951, tanggal 4 Januari 1951 tentang " Penjualan Minuman Ke -  

ras !!, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop insi Jawa T i-  

mu.r d i Surabaya tan gga l 26 Maret 1952, yang te la h  diubah dan ditambah te r -  

akh ir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 tahun 1974 

yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I I  

Tulungagung Nomor HK.17 /II/SK/1976 tangga l 17 Pebruari 1976,

Berhubung dengan te lah  lamanya us ia  da ri Peraturan Daerah Nomor 1 

tahun 1951, ma-ka guna meningkatkan k etertiban  sesuai dengan tin gk a t per- 

kembangan dewasa i n i , ! perlu  segera adanya Peraturan Daerah yang baru yang 

le b ih  sempurna.

Pada dasamya Peraturan Daerah in i  tidak  merubah jiwa dari Peraturan Dae -  

rah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 1951, akan te ta p i untuk le b ih  mern- 

perkokoh dan memperluas daya cukupnya, y a itu  dengan membagi minuman keras 

menjadi 3 ( t i g a )  golongan menurut prosentase kadar etanol (C2H5OH) yang 

terdepat didaiamnya pada suhu 20° C,

Penggolongan jen is  minuman keras tersebu t diam bil sebagai pedoman 

a da], ah Peraturan M enteri Kesehatan R .I .  Nomor : 86/M en. K es/IV/1977, yang

membagi jen is  minuman keras menjadi 3 ( t i g a )  golongan y a itu  golongan A, B 

dan C„

Maksud memperluas berlakunya Peraturan Daerah in i  adalah se la in  sebagai 

tindakan penertiban dan pengawasan terhadap perdagangan jen is  minuman te r  

sebut juga untuk menambah pemasukan keuangan daerah,

Sesuai dengan perkambangan keadaan, dalam Peraturan Daerah in i  pa- 

jak penjualan Minuman Keraspun d ibagi menjadi 3 ( t i g a )  macam, berdasarkan 

penggolongan jen is  minuman keras tersebu t,

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup je la s ,

Pasal 2 : Ketentuan pada huruf b , dimaksudkan untuk memudahkan

pengawasan dan pengusutan, apab ila  t e r ja d i  pelanggar­

an atas Peraturan Daerah in i ,
<
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Pasa l 3 ayat ( 1 ) 

ayat (2.)

ayat ( 3 )

Pasal 4

Pasa l 5 ayat ( l )

ayat (2 ) 

Pasal 6 ayat ( l )  

ayat (2 )

Pasa l 16 

Pasal 17

Cukup je la s .

Dalam ha l i n i  pemohon harus bertempat t in g g a l (bercta -  

m is i l i )  di Kabupaten Daerah Tingkat I I  Tulungagung,

Cukup je la s .

Yang dimaksud dalam huruf c i n i ,  termasuk pula larangan 

penjualan minuman keras didalam pasar.

Yang dimaksud dengan keramaian sementara misalnya la  -  

ngen tayub, p esta-pesta  dan la innya yang s e jen is ,

Cukup je la s .

Cukup je la s .

Ketentuan in i  dimaksudkan untuk memberi kesempatan ke­

pada a h li war is  atau kuasanya untuk menyelesaikan sega- 

la  urusan yang menyangkut penjualan minuman keras t e r ­

sebut.

Pasal 7 : ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Cukup je la s .

Pasal 8 : Cukup je la s .

Pasal 9
/

; ayat ( 1 ) sampai dengan ( 3 ) Cukup je la s .

Pasa l 10 : Cukup je la s .

Pasal 11 : Cukup je la s .

Pasal 12 : Cukup je la s .

Pasal 13 : ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Cukup je la s .

Pasal 14 ayat ( 1 ) : Kenaikan pajak in i  disesuaikan dengan perkembangan ke- 

adaan ekonomi dewasa in i .

ayat ( 2 ) : Cukup je la s .

ayat ( 3 ) : Hal in i  apab ila  pemegang i j i n  menjual minuman keras da 

r i  berbagai golongan, misalnya golongan A dan C, maka 

pajak dikenakan hanya pada minuman keras golongan C 

sa ja .

Pasal 15 ayat ( 1 ) : Ketentuan pada kalim at te ra k h ir  in i  dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan bagi pemegang i j i n  -untuk melunasi 

pajaknya sebelum berakhim ya tahun anggaran.

ayat ( 2 ) : Cukup je la s .

Cukup je la s .

Cukup je la s .

ayat ( l )  sampai dengan ( 4 ) Cukup je la s .Pasal 18
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Pasal 19 : ayat ( 1 ) sampai dengan ( 3 ) Cukup je la s .

Pasal 20 : Cukup je la s .

Pasa l 21 ; ayat ( 1 ) sampai dengan ( 3 ) Cukup je la s .

Pasa l 22 : Cukup je la s .

Pasal 23 : ayat ( 1 ) sampai dengan ( 5 ) Cukup je la s .

Pasal 24 : ayat ( 1 )  sampai dengan ( 4 ) Cukup je la s .
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